IR
BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Inspektorat Daerah;

b. bahwa penyerderhanaan Dbirokrasi di lingkungan
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Inspektorat Daerah peningkatan efektivitas
pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan
untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor
84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau

kembali dan diganti;



Mengingat

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram  Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.
11.
12.
13.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.

Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



14.

15.

16.

17.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumnlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

(1)

Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat

Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah; dan



e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawabhi;
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;
3. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;dan
4. Bagian Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi;
1. Bagian Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;dan
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi;
1. Bagian Umum terdiri atas:
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perlengkapan;
c. Sub Bagian Rumah Tangga;dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;dan
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
a. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
f. Staf Ahli Bidang Pembangunan;dan
g. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan.
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan Administrasi dan
Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas

(2)

menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan dan = keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan;

2. Kepala Bagian Umum, membawabhi:
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

4. Kepala Bagian Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 8

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur.

(3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas
membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

Bupati;

(oR

. penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

5w

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.



(3)

(4)

(5)

(6)

Inspektorat  Daerah  melaksanakan  pengawasan  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pelaksanaan tugas
dan wewenang Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ tanpa menunggu penugasan
dari Bupati.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian

Negara/Daerah, inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur;

2. Sekretaris inspektorat, membawahi;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Inspektur Bidang Pembagian Wilayah I;

4. Inspektur Bidang Pembagian Wilayah II;

5. Inspektur Bidang Pembagian Wilayah III;

6. Inspektur Bidang Pembagian Wilayah IV;dan

7. Inspektur Bidang Pembagian Wilayah V

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah, Sekretaris
DPRD dan Inspektur Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,
secara vertikal dan horisontal.

Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD

dan Inspektorat dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib



memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan

meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 12

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten
Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan
laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati.

(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Sekretaris DPRD dan Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya
ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada
Bupati.

(4) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan
dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(2) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati
atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan
fraksi.



(4) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,
jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah
Pasal 14

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Il.a atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.

(2) Sekretaris DPRD, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan

administrator.

BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya penyelenggaraan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspetorat
dibebankan pada:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan

b. sumber dana lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor
84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017
Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.

PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Dobo
— / p_ada tanggal "2-9 Joli 2002
i BUPATI KEPULAUAN ARU,
ASISTEN [ ~
KABAG HUKUM DAN HAM /l/
]
KABAG ORGANISASI H — T JOHAN GONGA
]
Diundangkan di Dobo

pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
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N
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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